. ﬁbsmak

o er‘z!a;% mzm%m }-wzg mgam gxﬁda p&n&éa gﬂggﬁm ma.gyam%ai atau ﬂpamz‘ Zszséfmzz :
yafzg mem%zzya:zz Easus m@%&z}f;@mﬁgaﬂ Mﬁg%a a"mgarz zmﬁafaﬂ wmg, demzsa ini 55:;&522&:: '
dg;adaéafz suatn zsfz&a'% Bokum dan fez:wm’m Bk, : '

Mem?ergwm&am pendekatan sosiologls, fulisan ini memﬁerfz&até:m ﬁfzb*wa ferzamam 7
seﬁmamya &dup gz WWM ﬁhrz Fidak Eeifzmargza dibenct alau dzimzdan Dalam kattam
2, dperfaéa?z Mmpfwy%&ma @mpmzfaésm xgpaéz!zz?ela%a mafnézzs bmdaé &hawa é@_.
d@m 5&%&?& . | '

Kamhmc:, warks, fenmma miﬁgzs, émzz}‘m, @fmmf Bk,

Pcndahulm

Dewasa ini, “markns” nanapakaya mcn_gazdx sebutan yang benar-benar popaicr di
Indom:sxa. Walau pada awalnya merupakan nama seseorang, tapi kini sebutan it lebih
kuatdaasosmsx}canéﬂngaamaknamym “makelarkasus”. Dan tidak hanya sel::dar
terkenal, tetapi sudah muncad pula harapan sementara pihak untuk mengkriminafisasiian
markus sebagai kejahaten amn, %énh serius }sgz sebagai tindak pidana yang diancam
hukuman badan. -

Jilkea begitu dii Indonesia, apakah demikian pula halnya di luar negeri? Apaksh ini
hanya fenomena lokal ataukah fenoma sosiclogis yang sebenarya universal? Tulisas ini
untuk seterusnya lebih banyak mengulas dari sist sosiologis terkait markus ketimbang cist

legalnya.

Alkar sosiologis
Ui banyak masyarakat, peran makelar sebenarnyz mervpakan peranvangsudehlama
1 Addsnes Mdidde; Gam Beswer poda T Krimoohet Universitas Todoneda, Dosen PTIK (adriarms@uincid)
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d1kenal Pe}akunya adalah orang yang mengantareu pihak-pihak yang memiliki sesuatu
(supply. szde) dan yang membutuhkan (demand side). Karena disebut “mengantarai”, rnaka .
- ada pula yang menyebutnya sebagzu mm’d!eman (perantara) atau mtarmedmry person () pihak =
yang mcnjadl penghubung)

Di r;asyarakat Eropa ada saja orang yang meiakukan _peddlmg (orangnya dlsebut
 peddier). Agak susah mencari padanzm kata itu dalam bahasa Indonesia. Yang pasti, peddler_
ini memiliki kelebihan khusus. Jika- kita bumh barang elektronik padahal uang kita
' terbatas, nngg-al hubungi mereka. Jika kita punya kendaraan yang ingin dijual cepat karena
*« dokumen tidak beres, hubungi mereka. Singkatnya, ‘mereka sama saja dengan makelar -

"Pada level yang lebih canggih, peran perantara dan penghubung dilakukan oleh agen -
*(atau zgency). Demikian pula ada saja peran konsultan, adviser atau pe-lobby (lodbyiss)
yang pada dasarnya melakukan tugas menghubungkan antara pihak yang membutuhkan
dan yang memiliki 7esomrces terkait. Tentunya, semakin canggih atau mahal resources
yang tersedia atau yang dibutuhkan, semakin dibutuhkan suatu kualifikasi khusus untuk
melakukan peran tersebut.

i Walau agak berbeda, sebenarnya mereka yang disebut dengan broker (frokerage) pada
dasamya memiliki fungsi perantara. Sulitnya mempertenukan pembeli dan penjual secara.
langsung, antara lain karena kesibukan pihak-pihak terkait, menjadikan calon pembeli
atau calon penjual mewakilkan saja kepada pihak ketiga. Pihak ini selanjutnya bekerja
profesional berdasarkan prosentase fee.

Mamun jika digeneralisir, entah itu bernama makelar, perantara atau middleman,
umumnya dibutuhkan apabila terjadi kelangkaan (scarcizy) aras apa yang dibutuhkan.
Atau sebaliknya, terjadi kelangkaan atas kalangan yang membutuhkan. Dengan demikian,
nmbui yasa: vang tidak sempurna dan mengakibatkan ekuilibrium yang terciptz juga
tidaklah ideal. Olehkarena itu, para makelar selalu dibutuhkan baik ketika ekonomi sedang
boorning atau, apalagi, ketika ekonomi tengah mengalami downturn, baik singkat maupun
berkepanjangan.

Maka ketika fangsi perantara itu tidak membawa nilai tambah apapun, yang ada
malah beban kerugizn dan ketidaknyamanan, ketika itulah pihak-pihak yang menjadi
makelar itu tak beda halnya dengan apa yang disebut Direcily Unproductive Profit Seekers
(DUP’%). Menurut ilmu ekonomi, pihak yang sebetulnya tidak membawa nilai tambah
apapun ini, dengan demikian mudah sekali disingkirkan atau dihentikan aktivitasnya
karena tidak membawa keuntungan apapun kecuali bagi dirinya sendiri.

Pada level sehari-hari, kehadiran “mang cepek” di banyak tkungan jalan misalnya
dianggap tidak membawa keuntungan apapun, mengingat keberadaannya malah kerap

embuat macst jatan.Serfiencars pady Tevel rsiomd; kehudivam aparat pengatan yamg
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Feaomena Markns™ Dibeaci Selaligns Diburchllan

- ::bmasﬂl &an korps baju h;;au kemp o :
j _"amat_mndah padahal blaya unmk el :

karang mcn}zdx s&uatu yang tidakdisukmdanegen .
- m?’ Dan ba.hkan sckarmg sedang dmpaya‘imn untuk &ihinunahsam ahas menjadx penlaku '

- Pohuchan bahwa masyraka Tdonesa sebenaeny Jogs menerima Kebadiran pasa
I . perantam tersebut. Kita kenal, nuszlnya, sebutan “calo?, ‘agen’, pengepul”afau “tengkulak?
" Dewasa ini bahk:msudah ada yang menyebﬂt dmya “Lolektor”, yang ﬁmgsmya kurang

~lebih dapat dzsmaimn dﬂqg:m nuakelar, Wa}a& : memang ada saja orang gyang. sebal dengan
'_kf:haduan para caio ?arer, calo tiket atau caiea tznah misa]nya tap1 terkadang klta Juga
mencari mereka denu kepraknsm éan kf:cepa{an

Y:mg banyak menimbulkan masalzh adaiah calo yang tidak memberi nilai tambah
apa-apz, tetapi malah memanipulasi, mengancam atau memeras pihak-pihak yang
membutuhkan. Pada titik ini, makelar tersebut tidak ada bedanya dengan preman yang
menjalankan praktek premanisme, dalam berbagai bentuknya. Perhatikan bahwa kalau
makelar sudah menjadl preman, maka pihak-pihak yang terlibat bukannya senang,
'menenma kehadiran atau memanfaatkan jasa sang makelar, tetapi mulai menolak
atau mcnghmdannya Tidak usah tunggu orang Jain guna memberi reaksi negatif atau
menya}ahkan kehachran preman,

“Perhatikan pula bahwa pada levei yang Eeblh serius, dimana cengkeraman markus
sudah tidak bisa lagi dilepaskan, situasinya mirip dengan apa yang mampu diperbuat
oleh (antara lain) Mafia sclaku organisasi kejahatan terhadap targetnya. Bukan hanya
target yang tidak bisa lagi kelnar karena sudah terlibat dalam ketergantungan yang kronis
terhadap Mafia, tetapi para anggota Mafia sendiri tidak bisa lagi mundur begitu saja.
Makanya, di banyak tempat terjadilzh perang antar keluarga Mafia, sebagai cara terakhir
walau berdarah agar salahsatu pihak mundur dan melepaskan cengkeraman.

Situasi itu persis sama dengan apa yang disebut dengan apa yang diperbuat makelar
kasus peradilan, yang hari-hari ini diobok-cbok eleh Satgas Mafia Peradilan bentukan
- Presiden RI. Pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini tersangka (termasuk pengacaranya)
dan aparat hukum terkait (bisa polisi, jaksa ataupun hakim) secara bersama-sama (berkat
peran makelar) melakukan tindakan yang sama-sama menyenangkan. Yang satu memberi
vang, yang lain “memainkan” prosedur guna akhirnya melepaskan {minimal menghukum
ringan} tersangka. Athasil, prakeek makelar kasus bisa berlangsung lestari, dan tak satupun
bisa dengan .mudab_mundur mengingat. be

rai DUPS mcngmgat kcbergunaannya'. o

1 1 1
‘*‘?‘Lxm uu\,n&k.'r.cu 1Vt mtu u;d.aing-

ek
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- '::TunaUmm

g masmg, sampau aklumya ada p1ha}r_ }fang mengungkapnya

- Tentu sa_]a, apa yang {i}kat:;kfm samawsmna menyenangkan itu tlcla.k demlkzan ha.lnya E
= bagl korban_ Adalah’ korbanyaugtemtunyamnat memusuhi kehadiran makelar dalam duma -

. 3:;iperad11an-._ - Ketika mﬂah kita. dapat mel;}aat duma peradilan atau’ duma hukum semakm :
ndak berplhak pada ?{eadﬂan itm sendm }a,ng dalam halin dlwa}uh sosok korban: " un

Dzm sudut si markus sendiri, wajar a?abﬂa dlnnfa inérasa telah beLeija kcras,

_ minimal tidak merasa bersalah, dalam kasus—kasus yang kita kenal sebagai dikuasai oleh.
 mafia peradﬂan tersebut. Seorang yang dikenal, apalagi kerap bergaul dekat, dengan
: _:'_:.:para pencgak hukum, tentulah meiihat keberadaan du‘mya sebagai asetyang men;adxkan :
:dirinya “mahal” Aset itulah; yang bisa mcmbawan fa bertema Kombes ?ohm A atau }aksa
:'Denuntut Umum Batau Hakim C.- e - - o 2

Dimu]ai d@ngan ngobmi nga&or—ngz&u} saﬂg maixeiar kemudmn dapat mengakiun -.
pettemuan dengan permintaan agar memberi “atensi” pada kasus tertentu. Penggunaan
kata “atensi” umumnya diartikan sebagai pemberian periakuan khusus pada kasus atau

orang tertentu sepem Peaanggu}mn Peri{zm. L.

Hubungan pm‘snmi

Kehachra.n markus di Indonesia perlu dilihat dalam kacamata patrimonialistik dimana
birokrat pada umumnya dan penegak hukum pada khusnsnya, dianggap sebagai pihak
’ang memiliki status sosial lebih tinggi serta memiliki kewenangan yang tidak dimiliki
orang sipil kebanyakan. Untuk itu, diberikanlah mulai dari penghormatan, perlakuan yang
istimewa hingga pemberian berbagai materi mengingat birokrat cenderung dianggap
sebagai tamu terhormat atau orang penting, sehingga harus disenangkan secara ekstra.

"Kecenderungan umum ini senada dengan persepsi positif jika seseorang memiliki
“kenalan”yang adalah aparat hukum. Memiliki saudars seorang polisi, misalnya, merupakan
kebanggaan sekaligus (senantiasa) dipersepsi sebagal “kepada siapa kita bisa meminfa
bantuan kalau ada apa~apa”. Tidak harus terkait hubungan keluarga, bahkan pertemanan
di kantor atau hubungan antar tetanggz saja bisa menjadikan orang merasa memili:ki
akses (baca: koneksi atau sponsor) pada aparat penegak hukum '

Di pihak lain, menyadari statas dan kewenangannya, dan juga menyadarai
kecenderungan masyarakatdi atas,banyak aparatyang tidaksegan-segan memanfaatkannya.
Ini sejalan dengan anggapan sosic-antropologis yang melihat jabatan sebagai anugerah atau
hadiah, ketimbang sebagai sesuatu yang sudah sepantasnya diterima. Salahsatu bentuknya
adalah, terhadap anggota masyarakat yang berkepentingan dengan penyelesaian kasusnya,
ada aparat yang gemar atau sesekali meminta fasilitas ini-itu. Perhatikan bahwa, dengan
demikian, proses kolusi antara anggota masyarakat dan penegak hukum sebenarnya terjadi

secara interaktis.
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Pada bentuk yang palmg sehan han makclar kasus dengm demlgum bzsa terdm dan -. L
" siapa‘saja. Saat ada anggota. kelua:ga mengalaxm masalah hukum, atau, kenka ada teman

- yang datang minta bantuan hukem terkait kasusnya ‘maka. siapapun. yang E{ﬁmudzan-

i membuny:lkmnya kepada aparat hukurn tertentu maka pada dasamya ia teia?h bemdak =

s sebaga_i markus, Tidak harus ada. 1mbalan maten dalam hal ini, mengmga&“ adanya Pa}mng” =
'_ pertemanan sebagalmana tefsh dlsebut dl atas K

o Sebahknya, s1apapun yang muizu berpxklr unmk m&mben perlakuan berb{xia terkzmt =
Zkewenangan dan aksesnya pada kasus ‘tertentu, entah ity pohs1 hingga | hakim, juga bisa

‘me adi: ma.rkus Kemauan untuk memben perlakuan berbeda itu, sekali lagx, juga tidak ~
S perlu selalu dakaxtkan dengs.n 1mbalan materi. Jika teman baik sekak—sekah minta- toiong,’if':_'_'

" "masa’fidak boleh?, demlkian persepsi mereka. Permasaiahaunya sekali hal it dilakukan,

. tak ada jaminan bahwa pada kasus lain dan bagi orang lain, “pengkomoditian” kewenangan -
tidak dii_a_kukzm. _Hukum _kebiasaan dan pembiasaan pun besar kemungkinan tegadi.

- Disarankan untuk fokus pada kecenderungan anggota masyarakat atau aparat yang
(hendak) menjadi markus “profesional”. Dalam hal menjadi profesional di bidang itu, 1001
cara bisa dilakukan. Mulai dari adanya anggota masyarakat yang sering-sering muncul
di pertemuan atau resepsi aparat hukum, sering-sering menyumbang dan menebar kartu
nama serta papan bunga hingga yang sering tak segan menawarkan tiket atau dukungan
sponsor apabila si aparat hukum ada keperluan ke daerah atau hendak bikin hajatan
kantor. : A

" Orang dalam, atau aparat hukum itu sendiri, juga bisa menjadi profesional dalam
hal ini. Alih-alih menjadi orang yang menerapkan ketentuan hukum secara Iugas dan apa
adanya, yang ada di benaknya hanyalah bagaimana menghasilkan vang dari kasas tersebur.
Walau sulit teramati, tapi bisa dibayangkan bahwa apa yang cenderung dilakukannya
adalzh sibuk mengontak berbagai pihak terkait, menegosiasikan kasus tersebut serta
melakukan tawar-menawar.

Penulis dalam hal ini melihat adanya kemungkinan kecenderungan ini terkait dengan
tiga hal: Pertama, cara masuk sang aparat kedalam instansinya (jangan-jangan melakukan
penyuapan juga). Kedua, dengan usia (jangan-jangan sudah mendekati pensiun schingga
perlu dana banyak). Ketiga, dengan pengalaman bekerja dibawah atasan yang tidak
mumpuni alias sama saja brengseknya. (mirip peribahasa ‘guru kencing berdiri, murid
kencing berlari’).

Singkatnya, there’ no free funch. Bermula dari hubungan patrimoniatistik ialu lama-
lama diubah menjadi hubungan patron-client, dimana aparat hukum bisa menjadi patron,
bisa pula menjadi client, tergantung situasi, terkait sang markus profesional tadi.

Permasalahannya, sebelum tindakan penyuapan atau pemerasan benar-benar terjadi,

Baak ada yang salah dengan perilaku sebagaimana dicontohkan di atas. Orang vang
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}menawarmawarkan bantuan tentu bukan tindakan pidana, dan kita masih butuh waktu-

. dan buku pula um:uk menyebutnya sebaga; markus

__Knmmahsasx markus

Sakmg sebalnya dengan kehadlran markus di peradllaa (demikian pula pada sektor—_ _
: _sektor lain seperti juga perpajakan), maka ada kalangan yang mengusulkan agar markus :
- _dxkﬂmmahsamkan Ttu artinya, suatu perilaku yang selama ini dianggap sebagai- penlaku :
bebas, akan menjadi perilaku yang diancam oleh undang-undang apabila dilakukan atau: .
'apabxla mdak dilakukan. Tentunya itu hanya bisa terjadi apabila telah ada undang—undang' '
. .atau ketentuan ain yang lebih rendah yang menyebutkan hal itu. ‘Dengan kata lam,:'.f
men_]ach ke_]ahatan apabila kita minta tolong pada aparat hukum tanpa mefihat Lonteks :

~ratau tujuannya

Masalahnya, seiring dengan penjelasan di atas, nampaknya tdak mu&éh
mengkriminalisasi suatu fenomena sosiologis sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Sebagai fenomena yang hendak dibawa ke ranah hukum, seyogyanya memiliki presisi
dalam hal definisi kapan dan bilamana pelakunya hendak disebut sebagai pelaku
kejahatan dan hendak diproses hukum. Masalahnya, dikatakan pada suatu ketika oleh
Profesor Muladi dari Universitas Diponegoro, bahwa terdapat berbagai syarat untuk
mengkriminalisasikan suatu perilaku. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
fokus, terjadi secara ajeg dan memperoleh konsensus yang luas. Jika salahsatu dari
ketiganya tidak ada, hampir dapat dipastikan suatu istilah sosiologis hanya akan
beredar sebagai sebutan sehari-hari saja.

Dalam kaitan itulah maka, setiap kali terjadi markus, pihak kepolisian serta kej aksaan
(demikian pula KPK) hanya bisa menyentuh si makelar ataupun aparat yang terlibat itu,
dari sudut tindak pidana lain yang dilakukannya, yang sebenarnya sudah terlebih dabulu
diatur oleh hukum. Yang paling umum dilakukan adalah membuat sangkaan korupsi
kepada si markus tadi ataupun aparat-aparat yang terlibat. Dapat pula dikenakan pasal-
pasal penyuapan ataupun pemerasan, sejauh hal itu relevan.

Jadi, jika toh akhirnya tindakan menghubung-hubungkan itu dikenakan pasal
korupsi, kenapa tidak disebut tindak korupsi saja sekalian?

Bisa pula hal itu disebut dengan kolusi atau persekongkolan jahat atau kotor.
Tentang hal ini, terdapat beberapa pasal pidana dalam KUHP. Masalahnya, bagaimana
membuktikan persckongkolan: apakah menunggu persekongkolan itu terbukti secara
material melalui serangkaian tindakan atau cukup berdasarkan pengakuan atau hal-hal
izin yang membuktikan adanya persiapan menuju persekongkolan? Penulis dalam hal ini
meragukan kesiapan aparat hukum maupun infrastruktur hukum it sendiri jika hendak

Frat-fenomena markas-sebagal fenomena persekongholan.
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 Fenomena Madkous™ Dﬂ:msmhgusm:uaxh]m' SR

Smgkatan terakhlr dan KKN. adala.h kependekan dan nepousme Terkazt ha}. 1m RO
menuduh orang-orang yang memiliki hubungan saudara dan sama-
ams s. D'bandmg komp31 dan. kolusz,maka neponsme .
. amat i'berriuansa sosmlogis dan eus ketnhbang sesuatu yang. bisa dikriminalisasi ‘dengan
' mudah oieh hukum Dan faktanya memang: mendnkung hal itu. Dari bcrbagal kasus
o markus yang te:fungkap dewasa ini, memperhhatkan wa_]ah Tain” dan Indonesia yang
. piural dan demokratxs, mengingat mereka yang terlibat berasal dari suku agama, instansi, -
‘usia dan . gengalaman yang: berbf:daﬂbeda namun disatukan oleh kepentmgan untuk :
o« mema.mkan kasus : : : L

o ._ _.Penutup

Telah diperlihatkan. di atas bahwa dibalik fenomena markus, terdapat “ warna”
sebagaimana layaknya fenomena sosiologis. Hal ini yang membuat kita tidak bisa dengan
gampang menyalahkan markus (karena pada saat tertentu, klta juga men_]ach pelakunya)
Apaiag1 bila mgm membcrantasnya secara seketaka

}adl, 31ka Satgas Ma.ﬁa Pcraddan hendak memberantas fenomena sosmlogls ini, harus
mulm dari mana dan baga.lmana melakukannya? Tulisan ini juga mengakui bahwa hal ity
tidak mudah. Namun disarankan untuk fokus pada makelar profesional yang sebetulnya
teramati, baik yang berasal dari masyarakat sipil maupun yang berasal dari kalangan aparat
itusendiri. Selanjutnya, disarankan juga untuk fokus pada penggunaan pasal-pasal korupsi
saja, disertai unsur pemerasan dan penyuapan. Sehingga, pada titik ini, tidak perlu lagi
mempergunakan istilah markus, apalagi mengkriminalisasinya. (*)
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